BUPATI TAPANULI SELATAN
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KEPUTUSAN BUPATI TAPANULI SELATAN
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TENTANG

PENGHUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG PADA
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH /UNIT KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI TAPANULI SELATAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun
2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
dipandang perlu dihunjuk Pejabat Penatausahaan Pengguna
Barang pada Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a diatas, dipandang perlu menetapkannya dalam
suatu Keputusan Bupati Tapanuli Selatan.

Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam
Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
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Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun
2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 5533);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 33);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1560);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual
pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 1425);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19
Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
547);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
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16. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah, sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 5 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli
Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun
2019 Nomor 300, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Tapanuli Selatan Nomor 30j;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 5 Tahun
2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020 Nomor 307,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan
Nomor 35);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun
2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan
Tahun 2020 Nomor 309, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 36);

19. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan
Akuntansi  Pemerintah  Kabupaten  Tapanuli  Selatan,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 24
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor
18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah
Kabupaten Tapanuli Selatan (Berita Daerah Kabupaten
Tapanuli Selatan Tahun 2015 Nomor 566);

20. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntansi  Pemerintah = Kabupaten  Tapanuli  Selatan,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 25
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor
19 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah
Kabupaten Tapanuli Selatan (Berita Daerah Kabupaten
Tapanuli Selatan Tahun 2015 Nomor 567);

21. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pedoman
Pencatatan Kapitalisasi dan Penyusutan Aset Tetap Barang
Milik Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor
65 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Bupati Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencatatan
Kapitalisasi dan Penyusutan Aset Tetap Barang Milik Daerah
Kabupaten Tapanuli Selatan (Berita Daerah Kabupaten
Tapanuli Selatan Tahun 2020 Nomor 967);

22. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 67 Tahun 2020
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli
Selatan Tahun 2020 Nomor 969).

MEMUTUSKAN :

Penghunjukan Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang pada
Organisasi Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2021
yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini.
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KEDUA : Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud
Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab :

a.

b.

menyiapkan rencana kebutuhan dan penganggaran barang
milik daerah pada Pengguna Barang;

meneliti usulan permohonan penetapan status penggunaan
barang yang diperoleh beban Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah dan perolehan lainnya yang sah;

meneliti pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang
dilaksanakan oleh Pengurus Barang dan/atau Pengurus
Barang Pembantu;

menyusun pengajuan usulan pemanfaatan dan
pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah
dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan barang milik daerah
selain tanah dan/atau bangunan,;

mengusulkan rencana penyerahan barang milik daerah berupa
tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk
kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna
Barang dan sedang tidak dimanfaatkan oleh pihak lain;
menyiapkan usulan pemusnahan dan penghapusan barang
milik daerah;

meneliti laporan barang semesteran dan tahunan yang
dilaksanakan oleh Pengurus Barang dan/atau Pengurus
Barang Pembantu;

memberikan persetujuan atas Surat Permintaan Barang
dengan menerbitkan Surat Perintah Penyaluran Barang untuk
mengeluarkan barang milik daerah dari gudang penyimpanan;
meneliti dan memverifikasi Kartu Inventaris Ruangan setiap
semeter dan setiap tahun;

melakukan verifikasi sebagai dasar memberikan persetujuan
atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah; dan

meneliti laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan
oleh Pengurus Barang Pengguna dan/atau Pengurus Barang
Pembantu.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Sipirok
pada tanggal 30 @e&t m6¢r Q020D

BUPATI TAPANULI SELATAN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada vth :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan di Sipirok;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan di Sipirok;
3. Yang bersangkutan.



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TAPANUL SELATAN

NOMOR 188-4s | Lol [ kcers/anas
TANGGAL 36 Degem Ber 2020
TENTANG

PENGHUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021

NO NAMA / NIP GOL. JABATAN ATASAN LANGSUNG
1 2 3 4 5
! :f;t.a1 g?:ga'rydas é%%s%m 1004 e Pe}?ﬁi;;fﬁ: tSSf::S ™" |epala Dinas Pendidikan Daeran
2 5?: ‘;";%%g:g'zgg% 11003 lil/ic Pej;i:tg;s::tg:f:::an Kepala Dinas Kesehdtan Daerah
3 ﬁﬂﬁ;ggggfggggqga‘] g;r 1 IV/a Pej;g:tg-;j::t;:rs:::an Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah
4 mﬁi gézrg;gpéao 1233 2005 i/a Pej:tef;.;’j::tsgzgan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Daerah
5 “Ndﬁ,n?ggoiigz 1595':;3 1008 /e Pej::i;gj::tg:f;:an Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Daerah
6 :Jdg.:agr;:ghﬁészoc?oso 42017 /e Pej;t;jtg;?::t;:f::gaan Kepala Dinas Sosial Daerah
7 ::‘;:h; lgg;aopgagé 28(; 101 1 006 llilic Pe}szitg;?::t;:f:::an Kepala Dinas Ketenagakerjaan Daerah.
8 ;t‘:ch;] sggq?nz‘osozc:z 5003 li/ic Pejsz:tg;s::t;:rs::gaan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
9 :i]gr:;rabsag%‘;u;g?:g?o;, OS‘IZ Ilifc Pejsgqu;j:aatgzzgan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Daerah
10 x;;:h?gmer;gc;;y?ggsggi g(;; IV/b Pejszitggj::t;:f:::in Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah
b i Q::ab;%%olgo 1199303 1 006 Ii/d Pejst;i;gpj::t;:f::fn Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah
12 5:;?1\??;0722 199402 2 001 /b Pejst;:;é’j::t;:f::;an Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah
13 :;lh: ?g;‘gog??g;g;oqﬂ:n 005 /d Pejsg:;;s::t;:f::;j Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah
14 Budianto, A.Md /b Pejabat Penatausahaan Kepala Dinas Perhubungan Daerah

NIP.19800426 200312 1 005

Pengguna Barang




NO NAMA / NIP GOL. JABATAN ATASAN LANGSUNG
1 2 3 4 5
15 QTgaaggiéc;?zo 1903 1 007 lii/a Pej;:itg;j::t;:f:::an Kepala Dinas Komunikasi dan Impormatika Daerah
16 :r;bfgaagog’o 181039303 2 006 /d Pejst;:;gPs::t;:g;an Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah
17 2{;?;’;&3;23;?;;; 1n2 1001 lil/c Pejsl;:;;’sg:t;:rs;gan Kepala Dinas Perpustakaan,Arsip dan Dokumentasi Daerah
18 mﬁ;?gargzccjx;is;b;:;c‘msf 005 I/d Pejgﬁ;;f:?;:f:::” Kepala Dinas Perikanan Daerah
19 ﬁ?gjggg:?%ﬁgg%%; ?O%‘:s Ii/d Pej:g:tggj::t;:f::gaan Kepala Dinas Pariwisata Daerah
20 L‘#,y T:%%gf; ;%2?3? 28 52 1 lird Pej;ﬁ;;j::ﬁ::zsan Kepala Dinas Pertanian Daerah
21 ﬁ:‘:i'g?? 1%2?;5?7’0312 001 in/d Pejs;;;j::t;:ggaan Kepala Dinas Perdagangan Dan Koperasi Usaha Kecil Menegah Daerah
22 |anneval, 8 a0 2 00 li/d Pejsﬁ;;j::‘;:f:::a” Kepala Dinas Perindustrian Daerah.
B e e e | Romponeipamrasn[rapai apetaratpaca
24 :|PS ﬁ:gg?g;y?gg;g: 13503 li/d Pej;ﬁ:;;:::ts:lg\:an Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
25 sla; Tg;%gg;; tgz)%as ‘;EZ g‘lg'oa V/a Pejst;:tg;?::t;:rs::;an Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
26 2:;;’:’3%;3’1 girgggg:ﬁ;ﬂ liic Pej;:itg;?:aat;:faa:gaan Kepala Badan Kepegawaian Daerah
27 Efgi g?égag: 2199103 2 007 Ii/d Pej;:ﬁ;;’j::t;:f::gaan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2 e I Bl
29 Qﬁi@?gggg 189985%53 1001 IV/a Pej;l;itgzsgaat;:f:::an Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
30 QT;T;Z??:JS 2'938};03 1004 IV/a Pesz:tg;S::t;:f:::an Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
o :3?3??932%3%? 201001 1 004 Ve Pei?Zi;;fQ:ﬁ:f::ga " |Camat Aek Bilan
32 Ermadani, ST /e Pejabat Penatausahaan Camat Angkola Barat

NIP.19790812 200502 2 001

Pengguna Barang




NO NAMA / NIP GOL. JABATAN ATASAN LANGSUNG
1 2 3 4 5
o e o | W | R ooty e

oo [ Myl e e S|y | Pt Pt s et e

B e N I el T T

% _|NIp 1567085 169007 1 00 W8 | Pengaunabaang | |CamatArse

37 |Nip 19740423 200701 2 002 R pej?Z?;;f:ﬁ‘SZf::; " |camat Batang Angkola

38 L"ﬁakﬁgzggﬁffﬁ SR B Iiid pej:l;i;;j::t;:&rfa" Camat Batang Toru

% ﬁla: f gggoig?n1g;9003 1008 e Pej:te):;gjr?:t;:f::: " |camat Marancar

40 E:mas:nom 7 200906 1 002 i Pejﬁﬂ?;;f?:ﬁ:f::; " |camat Muara batang Toru

41_|Nip 19730220 900906 1 002 e | O Pongounagarmng |Camat Saar Dok Hol
O I Bl T

43 |Nip 18641202 198602 2 001 o Pejsz:égjnn:t;:f::: *" |camat Sipirok

. lﬁ:‘mgrr]ssoi;gaa;ooem 1004 o Pejsgi;;’j::t;:f::: " |camat Tano Tombangan Angkola

45 Samegcin Gy I/d Pejabat Penatausahaan Camat Angkola Muaratais

NIP.19691215 200906 1 002

Pengguna Barang

BUPATI TAPANULI SELATAN,




L iy

>
ZIFI
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PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI TAPANULI SELATAN
NOMOR /&8.4S ] 605/ <prs /2020

TENTANG

PENGHUNJUKAN PENGURUS BARANG PENGGUNA PADA ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH /UNIT KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN

Menimbang

Mengingat

b.

TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI TAPANULI SELATAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun
2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
dipandang perlu dihunjuk Pengurus Barang Pengguna pada
Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Tapanuli Selatan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a diatas, dipandang perlu menetapkannya dalam
suatu Keputusan Bupati Tapanuli Selatan.

Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam
Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
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Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165};

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun
2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 5533);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 33);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1560);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual
pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 1425);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19
Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
547),

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
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Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah, sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 5 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli
Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun
2019 Nomor 300, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Tapanuli Selatan Nomor 30);

Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 5 Tahun
2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020 Nomor 307,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan
Nomor 35);

Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun
2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan
Tahun 2020 Nomor 309, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 36);

Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan
Akuntansi  Pemerintah  Kabupaten  Tapanuli  Selatan,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 24
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor
18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah
Kabupaten Tapanuli Selatan (Berita Daerah Kabupaten
Tapanuli Selatan Tahun 2015 Nomor 566);

Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntansi  Pemerintah  Kabupaten  Tapanuli  Selatan,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 25
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor
19 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah
Kabupaten Tapanuli Selatan (Berita Daerah Kabupaten
Tapanuli Selatan Tahun 2015 Nomor 567);

Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pedoman
Pencatatan Kapitalisasi dan Penyusutan Aset Tetap Barang
Milik Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor
65 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Bupati Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencatatan
Kapitalisasi dan Penyusutan Aset Tetap Barang Milik Daerah
Kabupaten Tapanuli Selatan (Berita Daerah Kabupaten
Tapanuli Selatan Tahun 2020 Nomor 967);

Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 67 Tahun 2020
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli
Selatan Tahun 2020 Nomor 969).

MEMUTUSKAN :

Penghunjukan Pengurus Barang Pengguna pada Organisasi
Perangkat Daerah/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2021 yang namanya
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusanti ini.




KEDUA

KETIGA

sillin

Pengurus Barang Pengguna sebagaimana dimaksud Diktum
KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab :

a.

b.

[—

B

membantu menyiapakan dokumen rencana kebutuhan dan
penganggaran barang milik daerah;

menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan
barang milik daerah yvang diperoleh beban Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan perolehan lainnya yang
sah;

melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik
daerah;

membantu mengamankan barang milik daerah yang berada
pada Pengguna Barang;

menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan
pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah
dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan barang-barang milik
daerah selain tanah dan/atau bangunan;

menyiapkan dokumen penyerahan barang milik daerah berupa
tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk
kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna
Barang dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain;

menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan
penghapusan barang milik daerah;

menyusun laporan barang semesteran dan tahunan,;
menyiapkan Surat Permintaan Barang berdasarkan nota
permintaan barang;

mengajukan Surat Permintaan Barang kepada Pejabat
Penatausahan Barang Pengguna;

menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah Penyaluran
Barang yang dituangkan dalam berita acara penyerahan
barang;

membuat Kartu Inventaris Ruangan semesteran dan tahunan;
memberi label barang milik daerah;

mengajukan permohonaan persetujuan kepada Pejabat
Penatausahaan Pengguna Barang atas perubahan kondisi
pisik barang milik daerah berdasarkan pengecekan fisik
barang;

melakukan stock opname barang persediaan;

menyiapkan dokumen, antaralain : fotokopi/salinan dokumen
kepemilikan barang milik daerah dan menyiapkan asli /
fotokopi / salinan dokumen penatausahan;

melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan
barang Pengguna Barang dan laporan barang milik daerah; dan
membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang
disampaikan kepada Pengelola Barang melalui Pengguna
Barang setelah diteliti oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna
Barang

Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2021.
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KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Sipirok
pada tanggal 30 Desmber Q6AD

BUPATI TAPANULI SELATAN,

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada vth :
1. Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Sipirok;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan di Sipirok;
3. Yang Bersangkutan.




LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TAPANUL SELATAN

NOMOR 18845 /605 | RPN/ &030
TANGGAL 30 Ockember apao
TENTANG

PENGHUNJUKAN PENGURUS BARANG PENGGUNA PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021

NO NAMA / NIP GOL. JABATAN ATASAN LANGSUNG
1 2 3 4 5
1 REnmEnEyah Tarng Ilifa |Pengurus Barang Pengguna Kepala Dinas Pendidikan Daerah

NIP.19831103 200604 1 002

Rina Sova Hairani Lubis S.Sos

2 NIP.19810331 201001 2 002 /b |Pengurus Barang Pengguna Kepala Dinas Kesehatan Daerah
3 hif:,?g%zeﬁa;z%%s 12 2 005 Ili/fb |Pengurus Barang Pengguna Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah
4 Gj;y?lggpj.gforgazc? 11‘:903 1009 Ilifa |Pengurus Barang Pengguna Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Daerah
5 mPR;%{;ZB;azhggg;gj 1005 lI/lb |Pengurus Barang Pengguna Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Daerah
6 ﬁ?:i;;gr;iggos 199003 2 003 [li/b |Pengurus Barang Pengguna Kepala Dinas Sosial Daerah
7 ’hrlrlla 1?;:8';:332[33; 04 2 003 Il/lc |Pengurus Barang Pengguna Kepala Dinas Ketenagakerjaan Daerah.
8 Lﬂﬁ::;';:ggfjggggg 23305 " llifc |Pengurus Barang Pengguna Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
9 SurDasan llifa |Pengurus Barang Pengguna Kepala Dinas Ketahanan Pangan Daerah
NIP.19770427 199903 2 002
10 :il';é 1%2:1:2?3 r;tOF;gg?nz gbszos lli/b |Pengurus Barang Pengguna Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah
11 mgizg‘f&;’? ';g;;o 12002 /e |Pengurus Barang Pengguna Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah
12 :‘:gﬁ%@:;;;gaéggggrz 001 llifa |Pengurus Barang Pengguna Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah
13 3;?‘:;?&;’2’? 3E gg; Oﬁm2 %%2 llifa |Pengurus Barang Pengguna Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah
14 Anyar Il/d |Pengurus Barang Pengguna Kepala Dinas Perhubungan Daerah

NIP.19800420 200701 1 002




NO NAMA / NIP GOL. JABATAN ATASAN LANGSUNG
1 2 3 4 5
15 Arpan Marwazi Illc |Pengurus Barang Pengguna Kepala Dinas Komunikasi dan Impormatika Daerah

NIP.19800505 201001 1 002

Ummi Kalsum Lubis

16 NI A SE1 5 200701200 li/d |Pengurus Barang Pengguna Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah
17 Q‘l‘l';“fg;ﬁggg 2:1 R llifa |Pengurus Barang Pengguna Kepala Dinas Perpustakaan,Arsip dan Dokumentasi Daerah

18 :rgisgé%;ir;ggrogm — lli/a |Pengurus Barang Pengguna Kepala Dinas Perikanan Daerah

19 2{;?;‘;;'52:%1;%0904 1 003 Iilc |Pengurus Barang Pengguna Kepala Dinas Pariwisata Daerah

20 3?3‘1?;?202‘:?23?001 002 lllc |Pengurus Barang Pengguna Kepala Dinas Pertanian Daerah

21 :'Ignfg;égg CIJ_;SI; 1SOE1 1004 llilc |Pengurus Barang Pengguna Kepala Dinas Perdagangan Dan Koperasi Usaha Kecil Menegah Daerah
29 :Ts.i::‘;fgga';?‘g%‘éa?gﬁ]S1E002 lIVa |Pengurus Barang Pengguna Kepala Dinas Perindustrian Daerah.

23 B?;I'Ig?gtt)ﬁ :3;;?:101 5003 lifa |Pengurus Barang Pengguna Kepala Inspektorat Daerah

o4 ila';?:glggggét‘;?t;a;mom 1 001 llifa |Pengurus Barang Pengguna Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

5 h?gf?QTS(;r'll gzirggg;u i llld |Pengurus Barang Pengguna Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

26 3IaFr’1t; ;g;géyggfggéagofi lll/fa |Pengurus Barang Pengguna Kepala Badan Kepegawaian Daerah

27 :ﬁ;ﬁgg;’?g?ﬁ;}%ﬁ;i 55 /b |Pengurus Barang Pengguna Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah

8 ::Jg 1356"‘?%?;4 OB T Iid |Pengurus Barang Pengguna Sekretaris Daerah Kabupaten

29 mfpf'fg;azg:;ra%i%osfz iz llYa |Pengurus Barang Pengguna Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

30 g?;?gggg;gghzgﬁg?r'l - llifa |Pengurus Barang Pengguna Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah

31 L?S%Légggggzoogoe 3 i Ild [Pengurus Barang Pengguna Camat Aek Bilah

3p |Nurmerina Harahap, S.Sos llla [Pengurus Barang Pengguna Camat Angkola Barat

NIP. 19821122 200604 2 005




NO NAMA / NIP GOL. JABATAN ATASAN LANGSUNG
1 2 3 4 5
33 SaIfdl Achyar PulEnGen Ilfc |Pengurus Barang Pengguna Camat Angkola Sangkunur

NIP.19780616 201001 1 006

Efi Diana, Amd

34 NIP_ 19820428 200904 2 003 Ill/a |Pengurus Barang Pengguna Camat Angkola Selatan
Partomuan Harahap .

35 NIP 19640626 198903 1 007 lli/a |Pengurus Barang Pengguna Camat Angkola Timur
Syafrianto Hutasuhut,

36 NIP 19820306 200502 1 004 llifb |Pengurus Barang Pengguna Camat Arse

2 [P IOAS b |Pengurus Barang Pengguna  |Camat Batang Angkola
NIP19641211 201001 1 002 9 g Fengg 9Ang

38 iy Ilfa |Pengurus Barang Pengguna Camat Batang Toru
NIP.19750123 200701 0 020
Risman Efendi Lubis

39 NIP 19840417 200312 1 006 Il/d [Pengurus Barang Pengguna Camat Marancar
Suprapto

40 NIP 19710504 201407 1 029 Ilfa [Pengurus Barang Pengguna Camat Muara batang Toru
Morgong Dalimunthe ;

41 NIP. 19710301 200906 1 005 llfc |Pengurus Barang Pengguna Camat Saipar Dolok Hole
Mangamar Portibi, S.Pd ; )

42 NIP 19821111 201407 1 002 lli/c |Pengurus Barang Pengguna Camat Sayur Matinggi
Abdul Mutholib —

43 NIP. 19650801 200906 1 001 lifc |Pengurus Barang Pengguna Camat Sipirok
Lanniari Hasibuan

44 NIP 19830816 200701 2 001 /b |Pengurus Barang Pengguna Camat Tano Tombangan Angkola

45 Zutwardi Siregar I/d |Pengurus Barang Pengguna Camat Angkola Muaratais

NIP.19630411 200701 1 015

BUPATI TAPANULI SELATAN,




